BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;

b. bahwa dengan ditetapkannya Data Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 yang
berdasarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional, sehingga
Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tegal perlu disesuaikan;




Mengingat :

bahwa Dberdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentangPembentukan Daerah - daerah Kabupaten
DalamLingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4389);

3. Undang-Undang Nokmor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 8, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 3321) ;




10.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pokok — pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor
1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRTIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor
8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD
ditetapkan sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD
Kabupaten Tegal.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 4

(1) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan reses.

(2) Besarnya tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan
sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

3. Ketentuan ayat (1) huruf a, dan huruf b Pasal 8 diubah, sehingga
Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Alokasi Penggunaan Anggaran Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD Tahun 2017 diatur sebagai berikut:

a. Biaya Penunjang Operasional Ketua DPRD ditetapkan
sebanyak 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
b. Biaya Penunjang Operasional Wakil Ketua DPRD ditetapkan
sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali Uang Representasi Wakil
Ketua DPRD.
(2) Pengguna Anggaran Belanja Penunjang Operasional sebagaimana
di maksud pada ayat (1) adalah Sekretaris DPRD.
(3) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban pengelolaan Belanja
Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai ketentuan peraturan perundang — undangan.




Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 21 Oktober201

NTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Qktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

S

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 74



